



Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di 
dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan Desain Industri 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada 
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penulis menganalisis Putusan 
Mahkamah Agung No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 129 
PK/Pdt.Sus/2011 untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini. 
Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai 
sebuah bangunan sistem norma. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bahan hukum baik 
primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 
Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekaburan makna 
dari norma tersebut, kekosongan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma 
hukum terdiri atas norma hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (Undang 
Undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma 
hukum tertulis  bentukan lembaga peradilan (judge made law), serta norma hukum tertulis 
buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan undang-undang)1 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case 
approach), yaitu pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in cracht). Ditambah dengan 
                                                             
1 Abdulkadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52. 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan 
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan desain industri, seperti UU desain 
industri dan TRIPs serta menggunakan pendekatan perbandingan yaitu pendekatan terhadap 
Undang-Undang Desain Industri yang berlaku di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di 
dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan 
untuk sampai pada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi 
dalam pemecahan isu hukum. 2 
Pendekatan kasus juga digunakan untuk mengetahui kesesuaian hukum dengan fakta-fakta 
dalam kasus.  
3. Jenis bahan hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahan hukum primer. 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:  
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Th. 2000 tentang Desain Industri 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
c. Putusan Mahkamah Agung No. 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014  
d. Putusan Mahkamah Agung No. 129 PK/Pdt.Sus/2011 
e. Konvensi Paris 
f.   Persetujuan TRIPs 
2. Bahan hukum sekunder. 
                                                             
2 Riduwan, Metode dan Teknis Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat 
pakar hukum.3  
3. Bahan hukum tersier.  
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan 
hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.  
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dalam penulisan ini 
dilakukan dengan studi pustaka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Desain Industri, penulis juga melakukan penelusuran di internet 
mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Desain Industri.  
Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis memperolehnya dari studi literatur di 
perpustakaan, mengunduh berbagai artikel dan jurnal di internet yang terkait dengan 
topik dalam penelitian ini. 
5. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum dilakukan dengan menguraikan, mengkaitkan, dan mengkaji lebih 
dalam bahan hukum yang telah ada dan selanjutnya dituliskan secara sistematis sehingga 
dapat menjelaskan terkait dengan objek penelitian ini. 
6. Definisi Konseptual 
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi 
garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 
berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 
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diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 
menghasilkan suatu  produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan 
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri  
3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan 
kepada Direktorat Jenderal. 
4. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik 
Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak tersebut. 
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri 
yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 
6. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal 
dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan 
bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga 
anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di 
negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi 
Paris. 
 
 
